
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

LPD (Lembaga Pekreditan Desa) sesuai dengan Pasal 1 angka 10 

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang LPD (Lembaga 

Perkreditan Desa) menyatakan bahwa LPD (Lembaga Pekreditan Desa) adalah 

Lembaga Perkreditan di Desa Pakraman dalam Wilayah Provinsi Bali. 

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002 LPD, 

bahwa untuk melestarikan dan meningkatkan kemandirian kehidupan desa 

adat dengan segala aspeknya, dipandang perlu mengadakan usaha-usaha 

memperkuat keuangan desa sebagai sarana penunjang melalui pendirian suatu 

badan usaha milik desa berupa LPD yang bergerak dalam usaha simpan 

pinjam. LPD merupakan nama bagi usaha simpan pinjam milik masyarakat 

desa pakraman (desa adat) yang berada di Provinsi Bali dan merupakan sarana 

perekonomian masyarakat desa (Sundarianingsih, 2014). Maksud dan tujuan 

didirikannya LPD di desa adat adalah untuk menjaga pembangunan, 

memeratakan perekonomian, membuka lapangan kerja dan untuk 

memberantas ijon, gadai yang ilegal, dan rentenir. Keberadaan LPD dewasa 

ini sudah tidak perlu diragukan lagi, karena LPD telah mampu menopang 

sendi-sendi perekonomian masyarakat desa yang ada di Bali (Sujana, dkk, 

2017). Tata Kelola organisasi dan perencanaan LPD diatur dalam PERDA 

Provinsi Bali No.8/2002. 



 

LPD (Lembaga Pekreditan Desa) adalah lembaga ekonomi desa yang 

dipergunakan untuk penitipan dan penukaran uang di pedesaan. Pihak 

penghimpunan dana masyarakat akan menanamkan uangnya pada LPD dalam 

bentuk deposito, tabungan, dan produk-produk simpanan lainnya sedangkan 

pihak masyarakat yang kekurangan dana memperoleh bantuan keuangan dari 

LPD dalam bentuk pinjaman. 

LPD (Lembaga Pekreditan Desa) memiliki tanggungjawab yang sangat 

besar kepada warga masyarakat desa karena LPD mengelola uang dari 

masing-masing banjar yang terdapat di desa tersebut sehingga pengelolaannya 

harus baik sehingga mendatangkan hasil yang baik bagi LPD dan Desa 

Pakraman. Salah satu upaya untuk pengelolaan LPD yang baik adalah 

pemimpin beserta staf kepegawaian LPD harus mampu melihat kondisi dan 

perkembangan keuangan LPD tersebut. Selain itu, permasalahan yang ada 

pada LPD dalam melaksanakan kegiatan usaha adalah nasabah LPD 

merupakan krama desa pakraman yang belum sepenuhnya lancar membayar 

kredit sehingga seringkali menyebabkan kredit macet, yang dapat berdampak 

pada kerugian bagi LPD. Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2002) kredit 

macet dilihat dari prospek usaha disebabkan oleh beberapa hal yaitu 

kelangsungan usaha diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk 

kembali lagi, kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang 

menurun, manajemen yang sangat lemah, terjadi mogok tenaga kerja. 

Kegiatan pekreditan merupakan kegiatan dengan keuntungan terbesar dari 

LPD, oleh karena itu pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaik-

baiknya. Aktivitas pekreditan akan memberikan keuntungan berupa 



 

pendapatan bunga pinjaman atau kredit sebesar persentase yang telah 

ditentukan. Pendapatan bunga akan diperoleh dari setiap angsuran kredit yang 

dibayar oleh debitur dalam jangka waktu yang telah disepakati, biasanya 

setiap bulan. Aktivitas kredit merupakan pendapatan utama LPD, akan tetapi 

aktivitas kredit juga merupakan jenis kegiatan yang sering menjadi penyebab 

utama LPD menghadapi masalah atau risiko yang besar. Risiko kredit dapat 

terjadi akibat ketidakmampuan nasabah dalam membayar kewajibannya dalam 

jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pemberian kredit kepada 

nasabah. 

Kabupaten Gianyar merupakan suatu daerah yang masyarakatnya masih 

menjadikan LPD sebagai sumber pendanaan dan diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pendanaan 

melalui pemberian kredit. Akan tetapi efektivitas dalam pemberian kredit LPD 

di Kabupaten Gianyar masih tergolong lemah sehingga sering menyebabkan 

permasalahan seperti kredit macet yang mengganggu aktivitas simpan pinjam 

LPD dan berdampak buruk terhadap kondisi keuangan LPD dalam jangka 

panjang. Berdasarkan data Dinas Koperasi yang dimuat dalam Radar Bali 

jumlah LPD tidak sehat di Kabupaten gianyar sebanyak 7 LPD. Kemudian, 

Ketua LP LPD (Lembaga Pemberdayaan Lembaga Pekreditan Desa), Ida 

Bagus Suastika yang dimuat oleh Tribun-bali.com menyatakan bahwa jumlah 

LPD (Lembaga Pekreditan Desa) tidak sehat di kabupaten Gianyar mengalami 

peningkatan yaitu pada tahun 2018 jumlah LPD tidak sehat dinyatakan 10, 

sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 19 LPD. Penambahan jumlah 

LPD tidak sehat tersebut diduga disebabkan oleh kredit macet yang belum 



 

dapat ditangani dan pinjaman tanpa agunan. Dalam hal ini permasalahan yang 

terjadi dalam serangkaian proses pemberian kredit, yang mengindikasikan 

bahwa pemberian kredit di LPD (Lembaga Pekreditan Desa) di kabupaten 

Gianyar belum efektif. 

Permasalahan LPD (Lembaga Pekreditan Desa) yang disebabkan oleh 

kredit macet di Gianyar terjadi di LPD Desa Pakraman Petulu, Desa Petulu, 

Kecamatan Ubud dan LPD Desa Pakraman Pengaji, Desa Melinggih Kelod, 

Kecamatan Payangan. Kasus-kasus tersebut diberitakan oleh NusaBali.com 

pada 15 Januari 2018, dijelaskan bahwa untuk menghindari status kolaps, dua 

LPD di Gianyar terpaksa mengambil langkah tegas pada nasabah yang 

kreditnya macet. LPD Desa Pakraman Petulu, Desa Petulu, Kecamatan Ubud 

akan mengambil alih rumah nasabah yang tidak mampu membayar kredit. 

Sedangkan LPD Desa Pakraman Pengaji, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan 

Payangan hendak menyita paksa 29 aset nasabahnya. Upaya penyitaan aset 

nasabah dilakukan sebagai jalan ketegasan dari LPD.  

Lembaga Pekreditan Desa (LPD) memiliki peran yang sangat besar dalam 

pengelolaan keuangan desa pakraman sehingga pihak Lembaga Pekreditan 

Desa (LPD) harus mampu mengelola keuangannya dengan sangat baik. 

Permasalahan yang terjadi di Lembaga Pekreditan Desa (LPD) Desa 

Pakraman Petulu dan Lembaga Pekreditan Desa (LPD) Desa Pakraman 

Pengaji tersebut dapat memicu kesulitan keuangan bagi Lembaga Pekreditan 

Desa dan Desa Pakraman apabila pihak Lembaga Pekreditan Desa (LPD) 

tidak mampu mengatasi kredit macet tersebut. Kedua Lembaga Pekreditan 

Desa (LPD) tersebut melakukan langkah tegas yaitu penyitaan aset nasabah 



 

untuk menghindari kebangkrutan LPD. Menurut Pasal 6 Undang Undang Hak 

Tangunan tahun 1997 dinyatakan yaitu apabila debitur cidera janji, pemegang 

hak tangungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tangungan 

melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil 

penjualan itersebut. iPada iPasal i6 iUndang iundang ihak itangungan iini imemberikan 

ihak ibagi ipemegang ihak itangungan iuntuk imelakukan iparate ieksekusi,  iartinya 

ipemegang ihak itangungan itidak iperlu imemperoleh ipersetujuan idari ipemberi ihak 

itangungan i(debitur), ijuga itidak iperlu imeminta ipenetapan idari ipengadilan 

isetempat iapabila iakan imelakukan ieksekusi iatas ihak itangungan iyang imenjadi 

ijaminan ihutang idebitur idalam ihal idebitur icidera ijanji. 

Kredit imacet imerupakan isuatu ihal iyang ilazim iterjadi ipada iLPD. iNamun 

iapabila ikredit imacet iterus iterjadi imaka idapat imenyebabkan imemperburuk  

ikondisi ikeuangan iLPD. iOleh ikarena iitu, ipemberian ikredit  ikepada inasabah iharus 

idilakukan idengan iprinsip ikehati-hatian iagar imeminimalisir iterjadinya ikredit  

imacet idan itidak imemperburuk ikondisi ikeuangan iLPD ikedepannya. iSalah isatu 

iupaya iyang idapat idilakukan iLPD iyaitu idengan ipenerapan iprinsip i5C. i 

Suyatno,dkk i(1999) imenyatakan ibahwa ikredit imacet  idapat idisebabkan ioleh 

ifaktor iintern iatau ifaktor idari ipihak idalam ilembaga ikeuangan iyaitu ikegagalan 

imengelola iusaha, ikebijakan ipekreditan iyang ikurang imenunjang, ikelemahan 

isistem idan iprosedur ipenilaian ikredit, ipemberian idan ipengawasan ikredit iyang 

imenyimpang idari iprosedur. iMenurut iKasmir i(2012) iprinsip i5C imerupakan 

isalah isatu icara ipenilaian ikredit  ioleh ilembaga ikeuangan iuntuk imendapatkan 

ikeyakinan itentang icalon idebiturnya, iyaitu idengan ilima iaspek ipenilaian iyang 

iterdiri idari: i(1)character imerupakan isuatu ikeyakinan ibahwa isifat iatau iwatak 



 

idari icalon idebitur idapat idipercaya, iyang itercermin idari ilatar ibelakang ipekerjaan 

imaupun iyang ibersifat ipribadi, i(2)capacity imerupakan ikemampuan icalon 

idebitur idalam imembayar ikredit, i(3)capital imerupakan imempertimbangkan  

idana iyang idimiliki icalon idebitur idan ipenggunaan imodalnya iapakah iefektif,  

i(4)collateral imerupakan ijaminan iyang idiberikan icalon idebitur idalam ibentuk 

ifisik imaupun inon ifisik, i(5)condition imerupakan ipenilaian iterhadap ikondisi 

iekonomi isesuai isektor iusaha icalon idebitur iapakah imemiliki iprospek iyang ibaik.  

iPenelitian iSaraswati i(2012) imenyatakan ibahwa iprinsip i5C isangat ipenting iuntuk 

imenjadi ipenilaian isebelum ilembaga ikeuangan imemberikan ipersetujuan 

ipemberian ikredit. iHal iitu ididukung ioleh ipenelitian iyang idilakukan ioleh 

iSaraswati i(2012) idan iOka i(2015) iyang imenyimpulkan ibahwa ipenilaian iprinsip 

i5C iberpengaruh ipositif isignifikan iterhadap iefektivitas ipemberian ikredit. i 

Selain ipenerapan iprinsip i5C, iuntuk imendukung iberjalannya ipemberian 

ikredit iyang isehat, ilembaga ikeuangan iharus imelakukan ipengawasan iserta 

ipembinaan iselama ipemberian ikredit iberlangsung. iHal iini idilakukan iuntuk 

imencegah iadanya irisiko ikredit iyang itelah idiberikan imengalami ikemacetan.  

iMaka idiperlukan isistem ipengendalian iinternal iyang ibaik isebagai idasar ikegiatan 

ioperasional ilembaga ikeuangan iyang isehat idan iaman idalam imanajemen ilembaga 

ikeuangan. iPengendalian iinternal imenurut  iArdiyos i(2010) imerupakan i(1) isuatu 

isistem iyang idisusun isedemikian irupa isehingga iantara ibagian iyang isatu isecara 

iotomatis iakan imengawasi ibagian ilainnya, i(2) isuatu ipengujian ikebenaran idata 

iyang idilakukan idengan imencocokkan iberbagai iangka-angka idan itransaksi iyang  

idilaksanakan ioleh ipetugas iberbeda. iDengan imenjamin isistem ipengendalian 

iinternal ipemberian ikredit, ilembaga ikeuangan iharus imelakukan itinjauan iserta 



 

imelaksanakan ipengendalian iinternal ikredit  iyang imencakup isemua iaspek 

ipekreditan isehingga idapat idipastikan ibahwa ipemberian ikredit iyang idilakukan 

ioleh ilembaga ikeuangan isesuai idengan iaturan-aturan iyang iberlaku. iSejalan 

idengan ipenelitian iyang idilakukan ioleh iSenia iMulyadini i(2015) idinyatakan 

ibahwa ipelaksanaan isistem ipengendalian iinternal iberpengaruh isignifikan 

iterhadap iefektivitas ipemberian ikredit ipada iPT iBank ibjb iCabang iKarawang. 

Motivasi ipeneliti imelakukan ipenelitian iini iadalah ibanyaknya ikasus-kasus 

iterkait  iLembaga iPekreditan iDesa i(LPD). iLembaga iPekreditan iDesa i(LPD) 

imerupakan ilembaga ikeuangan imilik iDesa iPakraman iseharusnya imemiliki 

ipengelolaan iyang ibaik isehingga imampu iberperan isebagaimana iperannya 

iterhadap iDesa iPakraman. iBesarnya iperanan iLembaga iPekreditan iDesa i(LPD)  

idi ilingkungan iDesa iPakraman isehingga idiharapkan iterjadi ijalinan ikerja isama  

iyang ibaik iantara ipihak iLembaga iPekreditan iDesa i(LPD) idengan imasyarakat. 

Perbedaan ipenelitian iini idengan ipenelitian isebelumnya iadalah 

ipenggunaan iobjek ipenelitian iLembaga iPekreditan iDesa i(LPD). iLPD isebagai 

ilembaga ikeuangan iyang ihanya iterdapat  idan iberoperasi idi iBali. iPenelitian iini 

ijuga idilakukan idi ilokasi ipenelitian iberbeda iyaitu idilakukan idi iLembaga 

iPekreditan iDesa i(LPD) idi iKabupaten iGianyar. 

Berdasarkan iuraian idiatas, imaka ipeneliti itertarik iuntuk imenggunakan 

ijudul i“Pengaruh iPenerapan iPrinsip i5C idan iSistem iPengendalian iInternal 

iTerhadap iEfektivitas iPemberian iKredit ipada iLembaga iPekreditan iDesa i(LPD)  

idi iKabupaten iGianyar”. 

 

 



 

1.2 Identifikasi iMasalah 

Berdasarkan ilatar ibelakang iyang itelah idipaparkan idiatas, imaka idapat  

idiidentifikasi ipermasalahan iyang iterjadi idi iLembaga iPekreditan iDesa i(LPD) idi 

iKabupaten iGianyar iadalah iproses ipemberian ikredit iLembaga iPekreditan iDesa 

i(LPD) ibelum idilakukan isecara iobjektif idengan iprinsip i5C, ipihak iLPD ikurang 

ihati-hati idalam imelakukan ipenilaian idan iseleksi iterhadap icalon idebitur. iSelain 

iitu, ipermasalahan iyang iterjadi ipada iLPD iadalah isistem ipengendalian iinternal 

iLPD iyang imasih ilemah. iPermasalahan-permasalahan itersebut  idisebabkan 

ikarena ihubungan ikedekatan iantara istaf idan inasabah iLembaga iPekreditan iDesa 

i(LPD) iyang imerupakan iwarga imasyarakat  idesa iyang isama. i 

 

1.3 Pembatasan iMasalah 

Berdasarkan iidentifikasi imasalah iyang iterjadi ipada iLPD idi iKabupaten 

iGianyar, imaka ipeneliti imemfokuskan ipenelitian ipada iPengaruh iPenerapan 

iPrinsip i5C idan iSistem iPengendalian iInternal iTerhadap iEfektivitas iPemberian 

iKredit  ipada iLembaga iPekreditan iDesa i(LPD) idi iKabupaten iGianyar. 

 

1.4 Rumusan iMasalah 

Berdasarkan irumusan imasalah iyang itelah idipaparkan, ididapat irumusan 

imasalah ipenelitian isebagai iberikut. 

1. Apakah ipenerapan iprinsip i5C iberpengaruh iterhadap iefektivitas ipemberian 

ikredit ipada iLembaga iPekreditan iDesa i(LPD) idi iKabupaten iGianyar? 



 

2. Apakah isistem ipengendalian iinternal iberpengaruh iterhadap iefektivitas 

ipemberian ikredit ipada iLembaga iPekreditan iDesa i(LPD) idi iKabupaten 

iGianyar? 

 

1.5 Tujuan iPenelitian 

Berdasarkan irumusan imasalah itersebut, iadapun itujuan ipenelitian iini iadalah 

isebagai iberikut. 

1. Untuk imengetahui iapakah ipenerapan iprinsip i5C iberpengaruh iterhadap 

iefektivitas ipemberian ikredit  ipada iLembaga iPekreditan iDesa i(LPD) idi 

iKabupaten iGianyar i 

2. Untuk imengetahui iapakah isistem ipengendalian iinternal iberpengaruh 

iterhadap iefektivitas ipemberian ikredit  ipada iLembaga iPekreditan iDesa 

i(LPD) idi iKabupaten iGianyar i 

 

1.6 Manfaat iPenelitian 

Penelitian iini idiharapkan imemberikan imanfaat isebagai iberikut. 

1. Manfaat iTeoritis 

a. Hasil idari ipenelitian iini idiharapkan idapat imenambah iwawasan idan 

ipengetahuan ibagi ipenulis idan ipembaca imengenai iefektivitas ipemberian 

ikredit idi iLembaga iPekreditan iDesa i(LPD) idi iKabupaten iGianyar. 

b. Hasil ipenelitian iini ijuga idiharapkan idapat imemberikan ikontribusi idalam 

ipengembangan iliteratur-literatur idan ipenelitian isejenis idibidang 

iakuntansi. 



 

c. Penelitian iini idiharapkan idapat imenjadi itambahan ireferensi idan 

ipengetahuan ikonseptual ibagi ipenelitian isejenis imaupun ibagi iakademika 

ilainnya ikhususnya idi ilingkungan iUniversitas iPendidikan iGanesha. 

2. Manfaat iPraktis 

a. Bagi iLembaga iPekreditan iDesa i(LPD) idi iKabupaten iGianyar 

Hasil ipenelitian iini idiharapkan idapat imemberikan iinformasi iyang 

ibermanfaat  ibagi ipengurus iLembaga iPekreditan iDesa i(LPD) iterkait  

iefektivitas ipemberian ikredit. 

b. Bagi iPeneliti 

Hasil ipenelitian iini idiharapkan idapat imemberikan itambahan ireferensi 

isebagai ipertimbangan idan ipemikiran idalam ipenelitian iselanjutnya idan 

idapat imemotivasi iuntuk imelakukan ipenelitian ilainnya idalam ibidang 

istudi iakuntansi. 
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